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Abstract: Low community participation resulting from centralistic leadership patterns
remains a primary obstacle in village development, suggesting that the effective
implementation of Law Number 6 of 2014 requires strengthening through inclusive
leadership models. This study aims to conduct an in-depth analysis of the
relationship between the leadership pattern of the Village Head of Bulusari and the
effectiveness of community empowerment programs in Central Lampung Regency. A
descriptive qualitative approach was employed, with data gathered through in-depth
interviews with key informants (the Village Head, hamlet heads, and residents), non-
participant observation, and documentary studies, followed by a reductive-
categorical analysis. The findings reveal that empowerment in Bulusari Village is
manifested through both physical schemes (irrigation infrastructure and roads) and
non-physical initiatives (nutritional health and youth development). The Village Head
implements a progressive-participatory leadership style that integrates instructive,
consultative, and participatory functions throughout every stage of policy-making.
Nevertheless, community participation has not yet reached an optimal level due to
structural barriers, specifically low collective awareness and village budget
constraints. This research contributes to the development of village leadership
models based on strengthening social capital as a prerequisite for village autonomy,
in alignment with national regulatory mandates.

Pendahuluan
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian,
dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam
konteks pembangunan pedesaan di Indonesia,
pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk
mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya di
wilayah perdesaan yang masih menghadapi keterbatasan
akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan
publik. Selain itu, data menunjukkan bahwa peningkatan
partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan masih menjadi tantangan
utama yang mempengaruhi efektivitas hasil pembangunan
desa (1). Sementara itu, publikasi Statistik Potensi Desa
oleh Badan Pusat Statistik juga mengindikasikan bahwa
desa masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam
aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (2).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peran
kepala desa/kepala kampung menjadi faktor strategis

karena tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara
administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor kunci
dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, mengelola
pembangunan, serta mengoptimalkan potensi lokal.
Kepemimpinan yang efektif sangat menentukan
keberhasilan program pemberdayaan masyarakat,
terutama dalam membangun komunikasi, kepercayaan,
dan keterlibatan aktif masyarakat (3, 4).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa
implementasi pemberdayaan masyarakat di desa masih
menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya
partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya
manusia, serta pola kepemimpinan yang masih cenderung
top-down dan kurang inovatif (5). Kondisi tersebut
menyebabkan program pemberdayaan sering kali tidak
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,
sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas
pembangunan desa (6).

Secara empiris, kondisi tersebut juga ditemukan di
Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dalam
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penelitian skripsi ini, diketahui bahwa partisipasi
masyarakat dalam program pembangunan masih belum
optimal karena kurangnya komunikasi antara kepala
kampung dan masyarakat serta terbatasnya pelibatan
masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Selain itu,
sebagian program pemberdayaan yang dilaksanakan
belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat
secara menyeluruh. Namun di sisi lain, terdapat upaya
perbaikan melalui penerapan pola kepemimpinan yang
lebih partisipatif, seperti musyawarah dan pelibatan
masyarakat dalam program pembangunan. Kondisi ini
menjadikan Kampung Bulusari menarik untuk diteliti
karena menunjukkan dinamika antara keterbatasan
partisipasi masyarakat dan upaya transformasi
kepemimpinan yang lebih inklusif.

Berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat telah
diterapkan, baik melalui pembangunan fisik maupun
nonfisik. Akan tetapi, efektivitas pendekatan tersebut
sangat bergantung pada pola kepemimpinan kepala desa
yang diterapkan. Kepemimpinan partisipatif dinilai lebih
mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif
dibandingkan kepemimpinan yang bersifat otokratis atau
konservatif.

Meskipun demikian, berdasarkan telaah literatur,
penelitian yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara
pola kepemimpinan kepala kampung dengan
implementasi pemberdayaan masyarakat berbasis
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih terbatas,
terutama pada konteks lokal desa/kampung secara mikro.
Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada
aspek pembangunan desa secara umum atau peran kepala
desa secara normatif, tanpa mengkaji secara mendalam
hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas
pemberdayaan masyarakat dalam praktik empiris (7).

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini
menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara
mendalam bagaimana pola kepemimpinan Kepala
Kampung Bulusari tidak hanya memengaruhi pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga
mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi
subjek pembangunan dalam kerangka Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini secara khusus
menyoroti keterkaitan antara kepemimpinan partisipatif,
tingkat partisipasi masyarakat, dan pembentukan
kemandirian desa berbasis modal sosial lokal. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek
implementatif, tetapi juga memberikan kontribusi
konseptual mengenai peran kepemimpinan sebagai agen
transformasi sosial dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Metodologi

Desain dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai pola
kepemimpinan kepala kampung dan implikasinya
terhadap pemberdayaan masyarakat dalam kerangka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pendekatan ini dipilih karena fenomena kepemimpinan
dan pemberdayaan masyarakat merupakan konstruksi
sosial yang bersifat kontekstual, kompleks, serta
memerlukan pemahaman holistik yang tidak dapat
direduksi menjadi variabel kuantitatif semata (8).

Penelitian ini bersifat field research, yaitu dilakukan
secara langsung pada setting alamiah pemerintahan desa
guna menangkap dinamika empiris hubungan antara
kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan implementasi
program pemberdayaan secara actual (9).

Lokasi dan Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Bulusari,
Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.
Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan
pertimbangan bahwa kampung tersebut secara aktif
melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang
dipengaruhi oleh pola kepemimpinan kepala kampung.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara
sengaja berdasarkan kriteria relevansi, pengalaman, dan
pengetahuan terhadap objek penelitian. Berdasarkan
kriteria tersebut, ditetapkan tiga informan kunci yang
terdiri atas kepala kampung, kepala dusun, dan satu orang
masyarakat. Jumlah informan dipandang memadai karena
penelitian ini menekankan kedalaman data (depth of
information) dan pemahaman kontekstual, bukan pada
generalisasi statistik.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung
melalui wawancara dengan informan kunci serta observasi
lapangan terkait praktik kepemimpinan kepala kampung
dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai
sumber pendukung, antara lain peraturan perundang-
undangan (khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa), buku ilmiah, artikel jurnal, serta
dokumen resmi kampung yang relevan dengan objek
penelitian.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama,
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman
terbuka untuk memperoleh data secara mendalam
mengenai pola kepemimpinan dan pemberdayaan
masyarakat. Observasi dilakukan secara non-partisipan
dengan mengamati aktivitas pemerintahan kampung,
proses musyawarah, serta pelaksanaan program
pemberdayaan. Dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data tertulis berupa arsip, laporan
kegiatan, serta dokumen kebijakan kampung. Ketiga
teknik tersebut digunakan secara simultan guna menjamin
kelengkapan dan kedalaman data penelitian, sehingga
hasil penelitian dapat lebih valid, objektif, dan sesuai
dengan kondisi lapangan (10). Hal ini dilakukan untuk
mencapai triangulasi teknik sehingga data yang dihasilkan
memiliki validitas yang tinggi (11).

Fokus Analisis
Fokus analisis dalam penelitian ini diarahkan pada dua
aspek utama, yaitu pola kepemimpinan kepala kampung
dan pemberdayaan masyarakat. Pola kepemimpinan
dianalisis melalui fungsi instruktif, konsultatif, dan
partisipatif, sedangkan pemberdayaan masyarakat
dianalisis melalui indikator partisipasi, peningkatan
kapasitas, dan kemandirian masyarakat.
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Gambar 1. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat kepada
ibu hamil oleh bidan setempat di Kampung Bulusari.

Gambar 2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang
keagamaan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan

Republik Indonesia ke-79 di Kampung Bulusari.

Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model
analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan
Huberman (10), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, data yang
diperoleh dari lapangan diseleksi, difokuskan, dan
disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar
lebih terarah dan relevan dengan fokus kajian. Selanjutnya,
pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi
disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis
sehingga memudahkan peneliti dalam memahami
hubungan antar konsep serta pola yang muncul dari data.
Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi,
yang dilakukan dengan menginterpretasikan pola temuan
yang diperoleh serta menguji konsistensi dan kebenaran
data secara berkelanjutan. Untuk menjaga validitas dan
kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Pertimbangan Etis
Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
etika penelitian sosial. Seluruh informan diberikan
penjelasan mengenai tujuan penelitian dan memberikan
persetujuan secara sadar (informed consent). Identitas
informan dijaga kerahasiaannya dan data yang diperoleh
digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

Hasil dan Pembahasan

Pola Kepemimpinan Kepala Kampung dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kepemimpinan
Kepala Kampung Bulusari cenderung mengarah pada
kepemimpinan partisipatif. Hal ini ditunjukkan melalui
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan.
Berdasarkan hasil wawancara, setiap program
pembangunan terlebih dahulu dibahas melalui forum
musyawarah kampung yang melibatkan perangkat desa
dan perwakilan masyarakat. Kepemimpinan partisipatif
kepala desa tercermin dalam mekanisme musyawarah
desa dan pengambilan keputusan yang inklusif, sehingga
mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan (12).

Kepala kampung tidak hanya berperan sebagai
pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang
membuka ruang dialog dan komunikasi dua arah. Dalam
praktiknya, fungsi kepemimpinan yang dijalankan meliputi
fungsi instruktif, konsultatif, dan partisipatif. Fungsi
instruktif terlihat dari pemberian arahan dalam
pelaksanaan program, fungsi konsultatif melalui diskusi
bersama masyarakat, serta fungsi partisipatif melalui
pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
Kepemimpinan kepala desa yang komunikatif, transparan,
dan berbasis partisipasi mampu meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa (13).

Temuan ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinan
partisipatif mampu menciptakan ruang keterlibatan
masyarakat yang lebih luas, sehingga meningkatkan rasa
memiliki terhadap program yang dijalankan.

Implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat
Hasil penelitian mengungkap bahwa program
pemberdayaan masyarakat di Kampung Bulusari
dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu
pemberdayaan fisik dan nonfisik. Pemberdayaan fisik
berupa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan
saluran irigasi dan pembangunan jalan kampung, yang
bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan mendukung
aktivitas ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan
penelitian Timothy (2022) yang menunjukkan bahwa
pembangunan infrastruktur desa memiliki kontribusi
signifikan dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (14).

Sementara itu, pemberdayaan nonfisik difokuskan
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara
lain melalui pembinaan generasi muda serta program
perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Program ini
dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah
kampung, tenaga kesehatan, dan masyarakat (Gambar 1).
Hal ini sejalan dengan penelitian Pardoel (2021) yang
menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas di
bidang kesehatan, khususnya pada ibu dan anak, berperan
penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan menurunkan risiko masalah gizi di
masyarakat (15).

Salah satu bentuk pemberdayaan nonfisik juga
diwujudkan melalui kegiatan sosial-keagamaan yang
melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, seperti
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peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga
menjadi sarana penguatan nilai kebersamaan dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Berdasarkan temuan lapangan, program-program
tersebut dirancang melalui mekanisme musyawarah dan
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta
kemampuan anggaran desa. Hal ini menunjukkan adanya
implementasi prinsip partisipatif dalam pemberdayaan
masyarakat.

Peran Partisipasi dan Komunikasi dalam
Pemberdayaan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan
musyawarah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan
pemberdayaan masyarakat. Kepala kampung secara aktif
melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan
masyarakat, baik melalui forum formal maupun
komunikasi informal. Temuan ini sejalan dengan penelitian
yang menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah yang
bersifat partisipatif dan kolaboratif dapat meningkatkan
efektivitas pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan desa (16).

Partisipasi masyarakat terlihat dalam pembentukan
panitia pelaksana yang melibatkan unsur masyarakat
secara langsung. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai
penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana program.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi merupakan elemen penting dalam
keberhasilan pembangunan berbasis komunitas (17).

Namun demikian, partisipasi masyarakat belum
sepenuhnya optimal. Beberapa informan menyatakan
bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang aktif
terlibat karena faktor kesadaran, keterbatasan waktu, serta
persepsi bahwa pembangunan merupakan tanggung
jawab pemerintah kampung. Temuan ini didukung oleh
penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat seringkali bersifat terbatas atau formalitas,
serta dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan
keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan (18).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan
pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh
kepemimpinan, tetapi juga oleh kesiapan dan kesadaran
masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang
menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat
merupakan kunci dalam mencapai pembangunan yang
berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat
secara kolektif (19).

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif
Kepemimpinan
Dalam perspektif kepemimpinan, temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa pola kepemimpinan partisipatif
memiliki implikasi positif terhadap efektivitas
pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan yang
komunikatif dan terbuka mampu membangun
kepercayaan masyarakat serta mendorong keterlibatan
aktif dalam program pembangunan. Kepemimpinan
partisipatif secara signifikan meningkatkan empowerment
dan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan dalam
pengambilan keputusan (20).

Sebaliknya, keterbatasan partisipasi masyarakat
menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih
menghadapi tantangan struktural dan kultural. Oleh
karena itu, kepemimpinan kepala kampung tidak hanya
berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga
sebagai agen perubahan sosial yang mendorong
peningkatan kesadaran masyarakat. Komunikasi
partisipatif menjadi instrumen penting dalam mendorong
kesadaran, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat
dalam proses pemberdayaan (21).

Hasil ini memperkuat konsep bahwa pemberdayaan
masyarakat merupakan proses yang melibatkan interaksi
antara kepemimpinan, partisipasi, dan kapasitas sosial
masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh
keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan
pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi
(22).

Faktor Pendukung dan Penghambat
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang
mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Faktor
pendukung meliputi pola kepemimpinan yang partisipatif,
dukungan perangkat desa, serta budaya gotong royong
yang masih kuat.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya
kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber
daya manusia, serta keterbatasan anggaran desa. Faktor-
faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan program
pemberdayaan belum sepenuhnya optimal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.
Pertama, keterbatasan jumlah informan yang relatif sedikit
sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh
perspektif masyarakat. Kedua, keterbatasan metode yang
hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
tanpa didukung analisis kuantitatif. Ketiga, keterbatasan
teori yang digunakan masih berfokus pada pendekatan
kepemimpinan dan pemberdayaan secara umum.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan
untuk menggunakan pendekatan metode campuran
(mixed methods) serta memperluas jumlah informan dan
lokasi penelitian guna memperoleh hasil yang lebih
komprehensif.

Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan
masyarakat di Kampung Bulusari direalisasikan melalui
integrasi pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan
kapasitas nonfisik yang secara fundamental dikonstruksi
oleh pola kepemimpinan partisipatif-progresif kepala
kampung. Temuan penelitian mengungkap bahwa
efektivitas pemberdayaan tidak hanya bergantung pada
ketersediaan anggaran, tetapi pada kemampuan
pemimpin dalam mengoperasionalkan fungsi instruktif,
konsultatif, dan partisipatif guna membangun public trust.
Novelty dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola
kepemimpinan yang inklusif mampu mentransformasi
masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek yang
aktif, sesuai dengan spirit otonomi dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun demikian, kemandirian
desa masih terhambat oleh disparitas kesadaran kolektif
dan keterbatasan infrastruktur pendukung, sehingga
diperlukan model pendampingan berkelanjutan yang
berbasis pada penguatan modal sosial lokal.
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